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Pemetaan hambatan tarif dan non-tarif secara komprehensif menjadi kebutuhan mendesak bagi
Indonesia dalam upayanya menembus pasar negara-negara BRICS. Kelompok ini, yang terdiri dari
Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan (serta anggota baru seperti Uni Emirat Arab dan Iran,
termasuk Indonesia), menawarkan potensi besar dengan kontribusi terhadap 37,82% PDB global
dan hampir separuh populasi dunia (yakni 48,1%). Namun, di balik potensi itu, terbentang
tantangan serius dalam bentuk hambatan teknis dan administratif yang justru lebih menyulitkan
dibanding tarif bea masuk konvensional.

Brasil merupakan salah satu contoh negara dengan hambatan non-tarif yang kompleks. Untuk
mengekspor produk pertanian, pangan, dan hasil peternakan, Indonesia diwajibkan memperoleh
sertifikasi dari Kementerian Pertanian Brasil (MAPA). Persyaratan ini sering kali tidak selaras
dengan standar yang sudah diakui di negara lain, seperti Uni Eropa, sehingga menyebabkan
penolakan produk ekspor meskipun secara internasional sudah lolos uji kualitas. Selain itu,
kewajiban pelabelan dalam bahasa Portugis menambah beban biaya dan risiko penolakan akibat
kesalahan teknis pada kemasan. Di balik regulasi ini tersirat kepentingan proteksionisme bagi
negara Brasil untuk melindungi produk domestiknya seperti kedelai dan gula, yang menjadi
saingan ekspor Indonesia seperti minyak sawit dan gula rafinasi.

Sementara itu, India menerapkan pendekatan serupa melalui kewajiban sertifikasi dari Biro
Standardisasi India (BIS) untuk produk tekstil dan pakaian, serta Food Safety and Standards
Authority of India (FSSAI), sejenis Badan POM RI, untuk produk pangan. Proses perolehan sertifikat
tersebut digambarkan oleh pelaku usaha membutuhkan waktu lama, mahal, dan minim
transparansi. Tidak adanya pengakuan terhadap standar internasional atau regional seperti
International Organization for Standardization (ISO) menyebabkan eksportir Indonesia harus
menempuh jalur sertifikasi ulang yang panjang dan merugikan secara ekonomi.

Di sisi lain, Rusia dikenal menerapkan hambatan non-tarif yang luas dan berubah-ubah.
Ketidakpastian regulasi, pengaruh kuat negara terhadap sektor perdagangan, dan sanksi ekonomi
dari negara Barat turut membuat tambah rumit akses ke pasar Rusia. Bahkan di sektor energi,
arus dagang dibayangi oleh risiko politik dan hukum internasional, yang membuat negara-negara
mitra termasuk Indonesia harus berhitung dengan cermat sebelum melakukan ekspansi dagang.

Selanjutnya, China memberlakukan tarif dan kuota impor terhadap berbagai kategori produk,
terutama sektor tekstil dan pertanian. Kebijakan ini membatasi volume impor tertentu dan
menghambat masuknya produk impor. Selain itu, China juga menetapkan hambatan non-tarif
seperti standar teknis ketat, kewajiban pelabelan, dan prosedur lisensi serta inspeksi yang rumit.
Sertifikasi mutu yang tidak mengakui standar internasional membuat ekspor Indonesia menjadi
mahal dan lambat, terutama bagi usaha kecil, dan menengah (UKM).
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URGENSI PEMETAAN HAMBATAN

TARIF DAN NON-TARIF
DI BEBERAPA NEGARA BRICS
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Sumber

Ekonomi negara-negara BRICS menawarkan potensi besar dengan kontribusi
terhadap 37,82% PDB global dan hampir separuh populasi dunia. Namun, ada
hambatan non-tarif yang lebih menyulitkan dibanding tarif bea masuk
konvensional bagi produk-produk Indonesia masuk ke negara-negara BRICS.
Menghadapi hal ini, Indonesia harus segera menyusun pemetaan hambatan-
hambatan tersebut yang mencakup inventarisasi hambatan non-tarif secara
sektoral dan spesifik per negara, mendorong pengakuan sertifikasi secara timbal
balik, dan meningkatkan kapasitas pelaku usaha dalam memahami standar teknis
negara tujuan. Diplomasi teknis melalui forum BRICS, World Trade Organization
(WTO), atau kerja sama bilateral bisa menjadi kunci dalam membuka akses pasar.
Selain itu, Indonesia juga harus mempersiapkan skenario mitigasi terhadap
tekanan geopolitik dari negara-negara non-BRICS, agar strategi ekspor nasional
tetap tangguh di tengah dinamika global yang tidak menentu. DPR RI melalui
Komisi VI memiliki peran strategis dalam memastikan agar pemerintah,
khususnya Kementerian Perdagangan dan kementerian terkait lainnya,
menjalankan langkah-langkah yang optimal dalam menghadapi kompleksitas
hambatan non-tarif.
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Terakhir, Afrika Selatan juga menerapkan tarif protektif pada sektor pertanian, otomotif, dan
tekstil, serta hambatan non-tarif berupa sertifikasi mutu, inspeksi pangan, proses birokrasi yang
kompleks dan tidak transparan. Hal ini menjadi tantangan besar bagi UKM Indonesia yang ingin
mengekspor produk-produknya ke Afrika Selatan.
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